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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  NIK  1220074905920002,  tempat  dan  tanggal  lahir  janji

Mauli, 09 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Janji  Mauli,  Kecamatan

Batang  Onang,  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Provinsi

Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Batu  Pulut,  12  Agustus  1993,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,  bertempat

tinggal  di  Desa  Batu  Pulut,  Kecamatan  Batang  Onang,

Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Provinsi  Sumatera  Utara,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  13 Mei 2024 yang

didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Padang Sidempuan,  dengan

register  perkara  Nomor  125/Pdt.G/2024/PA.Psp,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, Penggugat dengan

Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan,  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Onang,

sebagaimana  bukti  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  106/09/VIII/2016,
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tertanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang

Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara;  

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah  akad nikah,  Penggugat  dan Tergugat  hidup bersama

sebagai suami-istri dan bertempat tingal pertama kali di Desa Batu Pulut,

Kecamatan  Batang  Onang,  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Provinsi

Sumatera Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke

Desa Simaradona, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas

Utara,  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  sejak  bulan  Mei  2022  antara

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;  

4. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  badan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (Ba'da

dukhul),  dan  sudah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  masing-masing

bernama:  xxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan),  tempat  /  tanggal  lahir  :  Batu

Pulut / 10 Juli 2017, saat ini bersama Penggugat; xxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-

laki), tempat / tanggal lahir : Batu Pulut / 09 Februari 2021, saat ini bersama

Penggugat; 

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:   

5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat; 

5.2. Tergugat  juga  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  kepada

Penggugat; 

5.3. Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga

Penggugat;  

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi  pada bulan Mei 2022 disebabkan karena Tergugat tetap

saja masih kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  masih  tetap  terjadi  percekcokan

akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu pula
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antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  satu  rumah  lagi  sampai

dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;  

7. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  bahkan

sampai  Marhatobangon (Pemuka Adat)  akan tetapi  tidak berhasil  karena

Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak

mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;  

8. Bahwa oleh  karena anak hasil  perkawinan  Penggugat  dan Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

9. Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat

membutuhkan  biaya  pemeliharaan  Rp.  200.000,  biaya  pendidikan  Rp.

200.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang

ditaksir  biaya  per  bulan  untuk  keseluruhan  anak  sejumlah  Rp.  600.000

(enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat

dihukum untuk  memberikan  nafkah  untuk  anak-anak  tersebut  per  bulan

yang  diberikan  melalui  Tergugat  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai

anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima)  sampai

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

kesehatan;  

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai

kepada  Tergugat  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Padangsidimpuan  agar  menjatuhkan  talak  Tergugat  kepada  Penggugat

dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin

tidak dapat lagi didamaikan;  

11. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Bapak  Ketua

Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Shughra  Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak

yang   bernama:xxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan),  tempat  /  tanggal  lahir  :

Batu Pulut / 10 Juli 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki), tempat / tanggal

lahir : Batu Pulut / 09 Februari 202, kedua  anak tersebut;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di

atas sejumlah Rp.600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan

sampai  anak tersebut  dewasa/mandiri  dengan kenaikan sebesar  5  (lima)

sampai  dengan  10  (sepuluh)  persen  setiap  tahunnya  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

  SUBSIDAIR:

 Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor   125/Pdt.G/2024/PA.Psp  ,  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  bahwa  setiap

perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  harus  terlebih  dahulu  melalui  proses

mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi

dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  dalam

sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  dikompirmasikan  kepada

Tergugat,  karena Tergugat  tidak hadir  di  persidangan,  sehingga Tergugat

tidak menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara

ini  adalah  perkara  perceraian,  kepada  Penggugat  tetap  dibebani  untuk

membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. FotokopiKeterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat  Nomor

470/60/KD/2024  tanggal  10  Mei  2024  ,  yang  dikeluarkan  oleh  PLt.

Kepala Desa Janji Mauli, Kecamatan Batang onang, Kabupaten Padang

Lawas  Utara,  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari  KUA Batang Onang Kabupaten

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Nomor 106/09/VIII/2016

Tanggal  12  Agustus  2016.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf

Hakim; 

3. Fhoto kopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat

xxxxxxxxxxxxxxxxx Kartu Tanda Nomor 1220-LT-10092020-0005, yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

KabupatenPadang  Lawas  Utara,  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf

Hakim; 

4. Fhoto kopi surat keterangan lahir atas nama anak Penggugat dan

Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 17/KTL/2024 yang dikeluarkan oleh

Bidan yang menolong SAPRIANI SAMOSIR, A.Md,Keb bulan Mei 2024

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata  sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi

kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
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B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA,  pekerjaan  Tani, bertempat  tinggal  di  Desa  Janji  Mauli  Kecamatan

Batang  Onang,  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara, di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah saudara kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami isteri  yang

menikah pada tanggal 02 Agustus 2016;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di Desa Simaradona Kecamatan Batang onang ;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai

2 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.  xxxxxxxxxxxxxxxxx;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat rukun, namun  sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan

Tergugat  mulai  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

karena :

1. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan

rumah tangga ; 

2. Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  kepada

Penggugat ; 

3. Tergugat  kurang  mejalin  hubungan  baik  dengan  keluarga

Penggugat ;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Mei 2022, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama;

 Bahwa  kedua  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih

belum mumayyiz ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor  125/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam

pengasuhan Penggugat ;

 Bahwa  Penggugat  sangat  menyayangi  kedua  anaknya  dan

memberikan  perhaian  yang  baik  kepada  kedua  orang  anak

tersebut;

 Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sehat dan

normal untuk berkembangan anak seusia tersebut;

 Bahwa  anak  yang  pertama  diberikan  pendidikan  sekolah  TK

oleh Penggugat ;

 Bahwa keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun usaha tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap

ingin bercerai dengan Tergugat;

 Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat,  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx.,  umur  51,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Padang Matinggi, Kecamatan Batang

Onang,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah bukde Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami isteri  yang

menikah pada tanggal 02 Agustus 2016;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di Desa Simaradona Kecamatan Batang onang ;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai

2 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.  xxxxxxxxxxxxxxxxx;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan T

ergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor  125/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

karena :

4. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan

rumah tangga ; 

5. Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  kepada

Penggugat ; 

6. Tergugat  kurang  mejalin  hubungan  baik  dengan  keluarga

Penggugat ;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Mei 2022, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama;

 Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih belu

m mumayyiz ;

 Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pe

ngasuhan Penggugat ;

 Bahwa Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya dan me

mberikan perhaian yang baik kepada kedua orang anak tersebut;

 Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sehat dan n

ormal untuk berkembangan anak seusia tersebut;

 Bahwa anak yang pertama diberikan pendidikan sekolah TK ole

h Penggugat ;

 Bahwa keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun usaha tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap

ingin bercerai dengan Tergugat;

 Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat,  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  isi

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Psp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  namun  tidak

berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal

39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  dalam

rumah  tangga  yang  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  sebagai  suami  isteri,  yang

disebabkan karena 1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan

rumah  tangga,  2.  Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  kepada

Penggugat  ;  3.  Tergugat  kurang  mejalin  hubungan  baik  dengan  keluarga
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Penggugat, dan  puncak pertengkaran  terjadi  sekitar  bulan  Mei  2022,  yang

akibatnya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah  dan  yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah  Tergugat,  sampai  sekarang

sudah  tidak  ada  hubungan  seperti  layaknya  suami  isteri.  Berdasarkan  hal

tersebut  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  membina  rumah

tangga  dengan  baik  bersama  Tergugat  dan  ingin  mengakhiri  hubungannya

bersama  Tergugat  dengan  perceraian,  meskipun  pihak  keluarga  telah

mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya

tidak membantah dalil-dalil gugatan  Penggugat, karena Tergugat tidak pernah

menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

لهَُ              حق َ ظاَلمٌِل يجُِبْفهَوَُ ولَمَْ المُسْلمِِينَْ ِ مِنْحُكاَم ِ حَاكمِ الِىَ دعُِىَ مَنْ

Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian  tidak  menghadap  maka  ia  termasuk  orang  yang  dhalim,  dan

gugurlah haknya".

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  perceraian,  maka

Penggugat  tetap  wajib  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak

boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut

ketentuan Pasal  70  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,

menjelaskan  bahwa  Pengadilan  dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat

setelah  cukup  jelas  hal-hal  yang  menyebabkan  perselisihan  itu  terjadi  dan

karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran

tersebut,  apakah  yang  menjadi  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran
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tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-

menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah

jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan  Tergugat;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya mendalilkan

antara  Penggugat dan Tergugat  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

maka  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga

atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1865

KUHPerdata,  Penggugat  berkewajiban  untuk  membuktikan  hal-hal  tersebut

diatas: 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan  alat  bukti  surat  dan  saksi  di  persidangan  yang  masing-masing

dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga

dinilai  telah  memenuhi  persyaratan  formil,  adapun  secara  materil  isinya

menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat

gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu

alat  bukti  tertulis  (P.1) dinilai  telah memenuhi  persyaratan formil  dan materil

serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai

Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  fotokopi  akta  otentik  yang  bermeterai

cukup  dan  telah  dinazegelen  dan  sesuai  dengan  aslinya,  sengaja  dibuat

sebagai  alat  bukti  dan  isinya  relevan  dengan  gugatan  Penggugat  sehingga

dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan

mengikat dan sempurna (volledig en bijdende),  sesuai  Pasal  285 RBg, oleh

karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
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sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam

perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Akta Kelahiran dan P. 4 surat kete

rangan lahir yang telah dikeluarkan oleh yang berwenang dalam hal ini Catatan

Sipiul dan Bidan yang menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat telah berusia

5 tahun dan 3 tahun 4 bulan, sehingga bukti ini dapat diterima yang mejelsakan

anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  alasan-alasan  tentang

perselisihan  dan  pertengkarannya,  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti

berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  orang  saksi

dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana

kedua  orang  saksi  menerangkan  bahwa  saat  ini  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  sejak   bulan  Mei  2022. dan  Tergugat

meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcokan

yang terus-menerus yang sebabnya karena 1. Tergugat kurang bertanggung

jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, 2. Tergugat sering marah-marah dan

berkata kasar kepada Penggugat,  3. Tergugat kurang mejalin hubungan baik

dengan keluarga Penggugat,. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan

sudah  tidak  sanggup  lagi  membina  rumah  tangga  dengan  baik  bersama

Tergugat,  dan  ingin  mengakhiri  hubungannya  bersama  Tergugat  dengan

perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil,

Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang,  bahwa  dua  saksi  Penggugat  telah  hadir  sendiri  ke

persidangan,  secara  hukum  tidak  terhalang  untuk  didengar  keterangannya

sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-

orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil,

hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  dua  saksi

Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,

keterangan  kedua  saksi  saling  menguatkan  dan  sebagian  besar  relevan
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dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  dan  telah  memenuhi  batas  minimal

kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat

materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil

dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi

Penggugat  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

pada tanggal 02 Agustus 2016;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri

dan  telah  dikaruniai  telah  dikaruniai  2  orang  anak,  masing-masing

bernama :

1.xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx ;

c. Bahwa  kedua  orang  anak tersebut  sehat-sehat  dalam  pengasuhan

Penggugat ;

d. Bahwa  Penggugat  memberikan  pendidikan  yang  baik  kepada

Penggugat ;

e. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 

1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ; 

2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ; 

3. Tergugat kurang mejalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat ;.

Puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  ditandai  dengan  perpisahan

keduanya sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang karena  Tergugat pergi

dari tempat kediaman bersama;

f. Bahwa  semeaa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  Tergugat

memberikan nafkah sekitar Rp. 

g. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975

jo.  dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi

karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami

isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas

bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02

Agustus  2016  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  maka  dapat  dinyatakan

bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di

atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  antara  lain

karena  1.  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan  rumah

tangga ; 

2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ; 

3.  Tergugat  kurang  mejalin  hubungan  baik  dengan  keluarga  Penggugat  ;,

perselisihan  tersebut  semakin  memuncak  yang  akibatnya  antara  Penggugat

dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2022, yang pergi meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah  Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri  sudah  tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah

rumah sejak  bulan Mei 2022, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak
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ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak

berperkara,  sementara  Majelis  Hakim  juga  telah  berupaya  menasihati

Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat

tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal  itu menjadi indikasi yang kuat

bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah

hilang,  apabila  ikatan  bathin  telah  hilang  maka  hancurlah  salah  satu  sendi

utama  perkawinan,  maka  Majelis  Hakim  dapat  menarik  suatu  kesimpulan

bahwa unsur “terus-menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka

dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

untuk  ditegakkan  kembali,  mempertahankan  rumah tangga  seperti  demikian

hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  konflik  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  tidak  perlu  mencari  siapa  yang  salah  atau  siapa  yang  menjadi

penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  sesuai  dengan

yurisprudensi  (putusan  Mahkamah  Agung)  Nomor  38K/AG/1990  tanggal  05

Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan

dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan

perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat   pecah (broken marriage)  telah

hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal

tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang

bahagia,  sakinah,  mawaddah  dan  rohmah,  karenanya  tanpa  landasan

mendasar  tersebut  tidaklah  mungkin  antara  keduanya  dapat  menciptakan

kebahagiaan  hidup  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang
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Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah dan  jika

Penggugat  dan Tergugat  selaku pasangan suami  isteri  telah ternyata sudah

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara

tidak  lagi  lebih  jauh  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum  maka

perceraian  dapat  dijadikan  alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengemukakan  dalil-dalil

syar’I yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

طلقة          القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya:Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

مما             اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا

بينهما            الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطاق ل

بائنة   طلقة  طلقها

Artinya:apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti

dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya  perihal  yang

menyakitkan  itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar

kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis

menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149

ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan
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perceraian  yang diajukan oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  maksud

ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo.  Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf f  Kompilasi  Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam, oleh

karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat  pada petitum angka 1

(satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan

2  (dua)  dalam  surat  gugatannya,  dan  oleh  karena  perceraian  ini  adalah

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

119  ayat  2  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan  terhadap

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Padang Sidempuan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat selain perceraia

n Penggugat juga menuntuk hak asuh orang anak Penggugat dan Tergugat

yang bernama : Sakinah Harahap dan Lisna Harahap sesuai dengan bukti P.

 3 dan bukti P. 4 berdasarkan akta kelahiran anak tersebut masih berusa dib

awah 12 tahun, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan bukti-

bukti  keberatannya  tentang  hak  hadhanah  anak  yang  bernama  Sakinah

Harahap dan  Lisna  Harahap diasuh  oleh  Penggugat,  serta  sepanjang

persidangan tidak ada bukti  atau indikasi  bahwa Penggugat punya cacat

moral atau bersikap kejam terhadap anak, karena itu demi kebaikan anak

tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan

kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18

Undang-Undang  Nomor:  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak dan

berdasarkan ketentuan pasal  105  huruf  (a)  dan 156  huruf  (a)  Kompilasi

Hukum Islam,  di  mana  dalam  pasal  105  huruf  (a)  dan   156  huruf  (a)

Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dinyatakan  bahwa  anak  yang  belum

mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari  ibunya sejalan dengan Hadis
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Nabi SAW. Yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam perkara

ini:

         : سقاء        له وثديي وعاء له بطني كان الله، يارسول قالت امرأة أن عمرو بن الله عبد عن

الله                صلى الله رسول لها فقال مني ينزعه أن واراد طلقني اباه وان حواء له وحجري

الحاكم             وصححه داود وأبو أحمد رواه تنكحي مالم به أحق أنت وسلم عليه

Artinya : “Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang be

rtanya: “Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempa

t, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adala

h tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin

merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Kamu l

ebih berhak dengannya selama kamu belum menikah.” (HR. Ahma

d, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas

maka  Hakim berpendapat  bahwa Penggugat  telah  memenuhi  syarat  dan

diprioritaskan sebagai  pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap anak

tersebut di atas, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

dan menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxx danxxxxxxxxxxxx

xxxxx  berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat

Menimbang,  bahwa ketika gugatan Penggugat  agar hak hadhanah

atas  anaknya  tersebut  ditetapkan  berada  padanya  beralasan  untuk

dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Tergugat  selaku  ayah  kandungnya  untuk  berbuat  yang  terbaik  demi

kepentingan  anak  (menjenguk,  membantu  mendidik  serta  mencurahkan

kasih sayang) selama tidak mengganggu pendidikan anak tersebut, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007

tanggal 07 Desember 2007;

Nafkah anak Penggugat dan Tergugat 
Menimbang,  bahwa Pengggugat  menuntut  nafkah untuk  dua orang anaknya

sebesar  Rp600.000.00 (enam  ratus ribu  rupiah)  setiap  bulannya.  Terhadap

tuntutan tersebut, Penggugat secara resmi dipersidangan secara lisan Penggug

at menyatakan mencabutnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi kebih ja
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uh dan hakim menyatakan tentang gugatan nafkah anak harus dikesampingkan

karena dicabut secara resmi oleh Penggugat ;

Biaya Perkara

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo masuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);

4. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  (hadhanah)

terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xx

xxxxxxxxxxxxxxx perempuan, lahir tanggal 10 Juli 2017 dan xxxxxxxxxxxxx

xxxx, laki-laki lahir tanggal 09 Februri 2021;

5. Memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat

untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya sebagaimana tersebut

pada  dictum angka  4 (empat)  diatas, dalam waktu-waktu  tertentu  yang

disepakati Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk  2 (dua) orang

anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat)  diatas berupa

uang sejumlah Rp6000.000,00 (enam ratus rupiah) setiap bulan  ditambah

dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diberikan melalui Penggugat terhitung

sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  kedua  anak  tersebut

dewasa/mandiri diluar biaya pendidkan dan biaya kesehatan

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
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Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 5 Juni  20

24 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaedah 445 Hijriah oleh Nurlaini M. Si

regar, S.H.I.  sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum  pada  hari  itu  dengan  dihadiri  Hakim  dan  dibantu  oleh Dhuha  Azwari

Pebriana,  S.H.,  M.Kn. sebagai  Panitera Pengganti,  serta dihadiri  oleh kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik.;

Hakim Pemeriksa

  Nurlaini M Siregar, S.H.I.
Panitera Pengganti

   Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Perincian Biaya

1. PNBP : Rp   30.000.00

2. Proses : Rp   50.000.00

3. Panggilan
4. PNBP Panggilan

:

;

Rp  660.000.00

Rp.   20.000.00

5. Meterai
6. Redaksi

:

;

Rp   10.000.00

Rp.   10.00.00

Jumlah : Rp.  780.000.00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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